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PERATURAN DESA JAMBI
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JAMBI,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan
Secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu
dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 385 1);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
9495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
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10.

11.

14.

13.

dengan Unda_ng-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 243);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan MFnteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
da‘n :I‘ransmlgrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian
Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 828);
Peraturan Daerah Kab '
2016 tentang Desa (l.fen:ll:al::ieil;l Dti?:‘:luiagjmm : Tah'un
Tahun 2016 N i ‘paten v
. omor 2) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas



Peratiran Daeral Notmor 1 Tahon 20060 tentanng Desn
(Lembaran Daeralt knbupaten Npanjuk Farhvorny 2020 Nownen
1),

R I‘E*mlumn Daeraht kanbupaten Npgangule Nomor 5 Talian
D020 tentanp Anppatan Pendapatinn dan Nelangn Daeral
Pahun Anggean 2024 (Lembaran Daerah Kabuapaten
Npanjuk Tahun 2000 Nomor b)),

1S Peraturan apatt Nganjule Nomor 7 Tahon 2000 tentang
Penpelolann Keuanpgan Desan (et Daerah Kahupaten
Npanfuk Tahun 2018 Nomor H8) sebagatmana telah diubah
dengan Peraturan Hapatt Npganful Nomor 11 Tahon 2004
tentang Perubahan atas Peraturan Bapatt Npaojulke Nomos
A7 Tahun 2008 Tentang  Penpelolann Kevangnn  Desn
(Berita Dacrah Kabupaten Nganjule Tahun 2024 Nomaor 11),

1O, Peraturan Bupatt Npganjuk Nomor 203 Tahun 2000 tentiang
Pedoman Penyusunan Anpparan Pendapatan dan Belanjn
Dena Tahun Anpparan 2024, Peraturan Desn Jambi Nomor
O Tahun 2023 tentang Anpgparan Pendapatan dan Delanja
Desn Tahun 2024 (Lembaran Denn Jambl Tahun 2020
Nomor 0

17, Peraturan Desa Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanfa Desn Tahun
2023 (Lembaran Desa Jambi Tahun 2023 Nomor 6),

Dengan Kesepakatan Dersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DIESA JAMII
dan
KIEPALA DIESA JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIESA JAMBI TIENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN RICALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGOARAN 2024,

Pasal 1
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa  (APB Desa) Tahun Anggaran
2024 dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desn Rp. 418.250.600,00
b. Transfer Rp,  1.299.256.500,00
¢. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp, 10,903,910,01
Jumlah Pendapatan Rp.,  1.728.411.010,61
2. Belanja Desa
Bidang Penyelenggnrann Rp. DO7.117.217,96
Pemerintahan Desn
- Bidang Pembangunan Rp, 210.419,030,00
- Bidang Pembinaan Rp. 193,986.750,00

Kemasyarakatan
Bidang Pemberdayann Rp. 59,550,200



Masyarakat

- Bidang Penanggulangan Bencana, Rp. 36.000.000,00
Darurat, dan Mendesak Desa '
Total Belanja Rp. 1.713.073.197,96
Surplus/(Defisit) Rp. 15.337.812,65
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Rp. 8.627.979,02
b. Pengeluaran Rp. 10.000.000,00
c. Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. (1.372.020,98)
SILPA TAHUN BERJALAN Rp. 13.965.891,67
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenail hasil pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

a. Lampiranl : Laporan Keuangan;

b. Lampiran Il : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01
Januari - 31 Desember Tahun Anggaran
2024;

¢. LampiranIll : Daftar program sektoral, program daerah
dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa Jambi

LEMBARAN DESA JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 1



